
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 ten tang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintanan Daerah
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Undang­
Undang Nomor 1~ Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumaiera
Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi
Daerah perlu disesuaikan dengan kedua peraturan
perundang-undangan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nemer 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan
dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah;
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PasalI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Tata
Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legielasi
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Selatan
Tahun 2011 Nomor 4 Seri E), diubah sebagai berikut,

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka, yakni
angka 4 dan angka 7, diubah urutannya yakni mulai
dari angka 4 sarnpai dengan angka 19, dan diubah
pengertian 1 (satu) angka yakni angka 1~ yang
berubah urutan menjadi angka is, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasall
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi

Surnatera Selatan.
3. Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumater<;l.
Selatan.

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda
adalah Peraturan Daerah Provinsi Surnatera
Selatan.

PERATURAN DAER,AH TENTANG PERllBAHAN ATAS
Pli;R,ATURANDAERAH NOMOR7 TAHUN2011 TENTANG
TATA CARA PENYU$UNAN DAN PENGli;~OLAAN
PROGRAMLEGISLASIDA~R.AH.

Menetapkan

. Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPEiRWAK,ILANRAKYATDA}l;RAH

PROVINSISUMAT~RASELATAN
dan

QUaERNVR SUMATERASELATAN

MEMUTVSKAN:

$. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2911
Nomor694);
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7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APB)) adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Selatan, yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Gubemur dan DPRD, yang ditetapkan dengan
Perda.

8. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut
Prolegda adalah instrurnen perencanaan program
pembentukan Perda Provinsi Sumatera Selatan
yang disusun oleh DPROdan Pemerintah Provinsi
secara terencana, terpadu, d<IPsisternatis.

9. Pernbentukan Perda adalah proses pernbuatan
Perda Yang dimulai dari tahap perencanaan,
persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan,
pengundangan, dan penyebarluasan.

10. Penyusunan Prolegda adalah proses penyiapan,
pernbahasen dan penetapan Prolegda.

II. Pengelolaan Prolegda adalah proses pelaksanaan
rencana pembentukan Perda sebagairnana dimuat
dalam Prolegda.

12. Badan LegislasiDaerah yang selanjutnya disebut
Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang
bersifat tetap, dibentuk dalarn rapat paripuma
DPRD, yang khusus menangani bidang legislasi
daerah.

13. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia adaiah
Perangkat Daerah Provinsi yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang peraturan
perundang-undangan daerah.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi .

15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian
atau pengkajian hukum dan hasil penelitian
lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
mengenai pengaturan masalah tersebut dalam
rancangan Perda sebagai solusi .terhadap
permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat,

16. Konsep Pembentukan Rancangan Perda adalah
perencanaan pembentukan rancangan Perda yang
rnemuat penjelasan lengkap mengenai judul, latar
belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang
hendak dicapai, pokok-pokok pikiran, lingkup
atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan
arah pengaturan.
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Pasal 5
(1) Prolegda memuat program pernbentukan Perda

yang disusun dalam:
a. daftar skala prioritas pembentukan; dan
b. judul rancangan Perda, pokok materi yang akan

diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan
perundang-undangan lainnya.

(2) Daftar skala prioritas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a disusun berdasarkan
pertimbangan:
a. perintah peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi;

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4)dan
ayat (5),sehingga Pasal5 berbunyi sebagai berikut:

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf,
yakni huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf c
diubah, serta ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf, yakni
huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikun

Pasal2
(1) Penyusunan dan pengelolaan Prolegdabertujuan:

a. rnewujudkan pembentukan Perda yang baik,
serasi, selaras dan terpadu dengan kebutuhan
hukum masyarakat, rencana pembangunan
daerah, dan kebijakan pembangunan nasional;

b. menjaga agar produk Perda tetap berada dalam
kesatuan sistern hukum nasional,

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
pacta ayat (1), penyusunan dan pengelolaan
Prolegdadidasarkan pada prinsip:
a. kerjasarna yang baik;
b. kesepakatan bersama;
c. itikad baik dan penuh tanggung jawab;
d. mengutamakan kepentingan nasional, keutuh­

an wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, kepentingan maeyarakat dan
mernperhatikan kekhasan daerah;

e. transparansi;
f. keadilan;
g. kepastian hukum; dan
h. akuntabilitas.
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Ar~h
Ruang

Muatan

Jangkauan,
Pengaturan dan
Lingkup Materi
Perda
Penutupf. BAB VI

e. BAB V

d. BAB IV

c. BAB III

Pendahuluan
Kajian Teoretik dan Praktik
Empirik
Evaluasi dan Analisis
Peraturan Perundang-
undangan terkait

'. Landasan Filosofis,
Sosioiogis dan Yuridis.

a. BAB I
b. BAB II

b. terkait dengan Perda lain;
c. kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya:
d. berorientasi pada efisiensi, efektivitas,

transparansi, akuntabilitas dan kapasitas
hukum;

e. berorientasi pacta upaya perlindungan hak
asasi manusia;

f. mendukung upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

g. rnendukung pernbangunan ekonomi kerakyat­
an yang berkeadilan; .

h. secara langsung menyentuh kepentingan
masyarakat untuk meningkatkan kesejah­
teraan.

(3) Pokok materi yang akan diatur sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
keterangan mengenai tiap konsep ra,ncangan
pembentukan Perda yang terdiri dari:
a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan;
c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan

diatur: dan
d. jangkauan dan arah pengaturan.

(4) Pokok materi yang akan diatur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) yang
telah melalui pengkajian dan penyelarasan
dituangkan dalam Naskah Akademik.

(5) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud ayat (4),
dengan sistematika sebagai berikut:
1. Judul
2. Kata pengantar
3. Daftar lsi terdiri dari:
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(3) Penyiapan konsep pembentukan rancangan
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
dalam Pasal5.

Penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan
Pemerintah Provinsi diko(jtdjnasikan oleh Kepala
Biro Hukum dan Hak Asa$!Manusia.
Penyiapan rancangan 111'olegda sebagairnana
dimaksud pada ayai:.(1) dapat mengikutsertakan
instansi vertikal terkait.
Instansi vertikal terkait sebagairnana dimaksud
pada ayat (2) diiktitsertakap. apabiJa sesuai
dengan:
a. kewenangan;
b. materi muatan; atau
c. kebutuhan dalam pengaturan.

(2) Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta
kepada SKPD atau unit kerja lainnya untuk
melakukan penyiapan konsep pembentukan
rancangan Perda di lingkungan instansinya
rnasing-masing, sesuai dengan bidang tugas dan
tanggung jawabnya.

(1 b)

(la)

(1)

5. Diantara ayat (1) clan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 2
[dua) ayat, yakni ayat (la) dan ayat (lb), sehingga
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

PasallO

Pasal9A
(1) Gubernur rnemerintahkan pimpinan SKPD

menyiapkan r?pC;l:\IlganProlegda di lingkungan
Pemerintah Provinsi,

(2) Penyiapan rancangan Prolegda ditetapkan untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala
prioritas pernbentukan Rancangan Perda.

(3) Penyusuna.n dan penetapan Prolegda dilakukan
setiap tabun sebelurn ditetapkannya Peraturan
Daerab tentang APBD Provinsi.

4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 9A, dan diletakkan pada Bagian
Kedua, Tata Cara Penyiapan Rancangan Prolegda di
Lingkungan Pemerintab Provinsi, yang berbunyi
sebagai berikut:

4. Daftar Pustaka
5. Larnpiran Rancangan Perda.
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Pasall1
(1) Konsep pembentukan rancangan Perda oleh

SKPD atau unit kerja lainnya sebagaimana
dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) dieampaikan
kepada Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

(2) Dalam hal SKPI) atau unit kerja lainnya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2)
telah menyusun Naskah Akadernik sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5),
maka Naskah Akademik tersebut disertakan
dalam penyampaian konsep pembentukan
rancangan Perda,

7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1
(satu) ayat, yakni ayat (la), sehingga Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut: .

Pasal12
(1) Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

melakukan pengharmonisasian, pernbulatan dan
pemantapan konsep pembentukan rancangan
Perda yang diterima bersama SKPDlain dan/ atau
pimpinan instansi pemerintah terkait lainnya
dalam suatu forum konsultasi.

(la) Pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsep pembentukan rancangan
Perda sebagai mana dirnaksud pada ayat (1)dapat
mengikutsertakan instansi vertikal dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum,

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsep pembentukan rancangan
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diarahkan pada perwujudan keselarasan dengan
kebijakan pernbangunan daerah dan aspirasi
masyarakat, serta tujuan pembangunan nasional
maupun peraturan perundang-undangan terkait,

(3) Dalam melakukan pengharmonisasian, pernbulat­
an dan pemantapan konsep pembentukan
rancangan Perda, Balegda, Biro Hukum dan Hak
Asasi Manusia bersama dengan mitra kerja
terkait dapat menyelenggarakan sosialisasi
melalui media rnassa, konsultasi publik dan/ atau
studi banding.

q. Ketentuan Pasal 11 ayat (2)diubah, sehingga Pasal 11
berbunyi sebagai berikut:
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Pasal14

(1) Koordinasi dengan DPRD sebagaimana dimaJl,:stid
dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui Keti.1li
Balegda dalam rangka sinkronisasi dan
harmonisasi rancangan Prolegda.

(2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) oleh Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi
Manusia dilaporkan secara tertulis kepada
Gubemur melalui Sekretaris Daerah.

8. Ketentuan Pasal 1~ ayat (1) dan ayat (2) diubah,
sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
(1) Konsep pembentukan rancangan Perda yang telah

memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan
kemantapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12, oleh Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi
Manusia dilaporkan terlebih dahulu kepada
Gubernur rnelalui , Sekretaris Daerah sebelum
dikoordinasikan dengan OPRD.

(2) Dalam hal Gubemur memandang perlu untuk
mendapatkan kejelasan lebih ianjut dan/ atau
memberikan arahan terhadap konsep
pembentukan rancangan Perda, Gubemur melalui
Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Biro
Hukum dan Hak Asasi MII,n\lsia untuk meng­
koordinasikan kembali k~nsep pembentukan
rancangan Perda terse but d~ngan SKPD lain dan
Pimpinan instansi Pemerinta!i terkait lainnya.

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (2)diubah, sehingga Pasal 14
berbunyi sebagai berikut:

(4) Dalam hal konsep pembentukan rancangan Perda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), maka Naski:1h
Akadernik tersebut dijadikan bahan pembahasan
dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(5) Dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diundang para ahli dari
lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di
bidang sosial, politik, profesi atau kernasyarakat­
an lainnya sesuai dengan kebutuhan.
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(1) Rancangan Prolegda usul DPRD dan Rancangan
Prolegda usul Pemerintah Provinsi yang telah
disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) disampaikan dalam Rapat Paripuma DPRD
untuk ditetapkan sebagai Prolegda oleh Gubernur
dan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam
Keputusan DPRD.

Pasal19

12. Pasal 19 disempumakan menjadi 2 (dua) ayat
sehingga berbunyi sebagai berikut: .i

bersama sebagairnana
dikoordinasikan oleh

(3) Pelaksanaan pembahasan
dimaksud pada ayat (1)
DPRDmelalui Balegda.

(4) Pembahasan Rancangan Prolegda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya meneliti
kelengkapan Rancangan Prolegda yang meliputi
Rancangan Peraturan Daerah, Naskah Akademik,
Penjeiasan atau keterangan yang memuat latar
belakang pengajuan Rancangan Perda.

(1) Rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dan
Rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah
Provinsi dil;>ahas bersama antara DPRD dan
Pemerintah Provinsi untuk mertdapatkan
kesepakatan bersama.

(2) Rapat pembahasan rancangan Proiegda
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan baik di dalam maupun di luar gedung
OPRO.

Pasal 17

Pasal Ie
(1) Hasil penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan

DPRDdan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, dimintakan persetujuan terlebih
dahulu kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah sebelum dikoordinasikan kernbali dengan
DPRDmeialui Ketua Balegda.

(2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melalui. Sekretaris Daerah
diberitahukan secara tertulis kepada dan sekaligus
menugaskan Kepala Biro Hukum dan H~ Asasi
Manusia untuk mengkoordinasikan kembali
dengan OPRDrnelalui Ketua Balegda.

11. Pasal 17 ditambahkan 1 (sam) ayat barn yaitu ayat (4)
sehingga berbunyi sebagai berikut :

10. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah,
sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
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15. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan ,1 (~tu)
pasal, yakni Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut:

Biaya penyusunan dan pengelolaan Prolegda dibeban­
kan pada APBDProvinsi melalui :
a. anggaran DPRD untuk Prolegda yang diusulkan

oleh DPRD;dan
b. anggaran Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

dan/ atau SKPD yang mengusulkan rancangan
Peraturan Daerah.

Pasal22

14. Pasal I angka 12, Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Dalam Prolegda di lingkungan DPRD dan
Pemerintah Provinsi dapat dimuat dan ditetapkan
daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
a. akibat putusan Mahkarnah Agung;
b. APBD;
c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri

Dalam Negeri; dan
<;I. perintah dari peraturan perundang-undangan

YMg lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
(2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur

dapat men~ajqkM rancangan Perda di luar
Prolegda:
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan

konflik, atau bencana alam;
b. akibat kerja sarna dengan pihak lain; dan
c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan

adanya urgensi atas suatu rancangan Perda
yang dapat dlsetujui bersarna oleh Ketua
Balegda dan Kepala Biro Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

13. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 [satu]
pasal, yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai
berikut: '

(2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah
ditetapkan dalam Prolegda tetapi belum dibahas
pada tahun yang bersangkutan ditetapkan kembali
dalam Prolegda tahun berikutnya,
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LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR. 2

YU I EFFENDI

SEKRETARIS DAERAH PROVINS!
SU ATERA SELATAN,

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 ~1aret 2013

GUBERNUR SUM.ATERA S~LATAN,

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 11a.ret 2013

AgW' setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah tnt dengan
penempatannya dalam Lernbaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Pasal II

Pada saat Perda ini mulai berlaku, sernua ketentuan
dalam peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah
dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Nornor 7 Tahun 20 11 tentan~ Tata
Cara Pengelolaan Program Legislasi Daerah sepanjang
belum diganti dan tidak bertentangan dengan Perda ini
dinyatakan tetap berlaku.

..

Pasal24A

II

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN 

 
dto 

 
 YUSRI EFFENDI 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 
 

dto 
 
 

H. ALEX NOERDIN 


